PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR :\14 / 270 / 2023

TENTANG

DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2017 tentang Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Terpadu
Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kota
Pariaman Tahun 2023;

. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf

b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan
Walikota Pariaman;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 25 Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4187);

. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang

Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan
undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239,



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Tambahan negara Republik Indonesia 6139);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261,
Tambahan Lembaran Negara Rebpublik Indonesia
Nomor 5958),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2016 tentang
Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh
Warga negara Asing (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5959);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 56 Tahun
2017 tentang Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan di Lingkungan kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);

9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 57 Tahun
2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem
Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052)

10.Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

11.Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan Di Kota Pariaman Tahun 2023
sebagaimana tercantum pada lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

a. melakukan  pengawasan  eksternal melalui
monitoring dan evaluasi terhadap keberadaaan
organisasi kemasyarakatan baik berbadan hukum
atau tidak berbadan hukum di Kota Pariaman;

b. melakukan koordinasi pengawasan eksternal
secara berjenjang terhadap keberadaan organisasi
kemasyarakatan baik berbadan hukum atau tidak
berbadan hukum di Kota Pariaman;

c. memberikan fasilitasi dan mediasi kepada
organisasi kemasyarakatan baik berbadan hukum
atau tidak berbadan hukum di Wilayah Kota
Pariaman  atas  permintaan  pihak  yang
bersengketa; dan

d. Melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi
terhadap organisasi kemasyarakatan kepada
Walikota;

Dalam  melaksanakan tugasnya, Tim  Terpadu
sebagiamana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertanggungjawab kepada Walikota.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun
Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal (o APpAL 2023

KQTA PARIAMAN, g

{'GENIUS UMAR



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR . 9 /270 /2023

TANGGAL  : (S AgelL 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

Susunan Keanggotaan Tim Terpadu Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan di Kota Pariaman Tahun 2023

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM
1. | WALIKOTA PARIAMAN Penanggung
Jawab

2. | Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Ketua
Kepala Seksi Organisasi Politik dan Kemasyarakat :

% Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Saletas

4. | PASI INTEL KODIM 0308 PARIAMAN Anggota

5. | KASAT INTELKAM POLRES KOTA PARIAMAN Anggota

6. | KASAT INTEL KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN Anggota

7. | Kasubbag TU Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Anggota

8 Kepala Seksi Hubungan Antar lembaga Kantor Angeota

" | Kesatuan Bangsa dan Politik eg

Kepala Seksi Kesatuan Bangsa Kantor Kesatuan

9 Bangsa dan Politik AREERS

10 Analis Partai Politik Seksi Organisasi Politik dan Anewota

" | Kemasyarakatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik &8

Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi Seksi

11. | Organisasi Politik dan Kemasyarakatan Kantor Anggota
Kesatuan Bangsa dan Politik

ALIKOTA PARIAMAN, g~

%GENIUS UMAR
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